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REGISTRASI PENOMORAN ,‘I

Keputusan Walikota

No. Korekai -

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Paly
Tentang : Tim penyelesaian Kasus Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah K.ota palu Tabun 2020

[  PETUGAS  PENERIMA

(o X

I Catatan : ‘H&Mﬂ M

Sub. Baglan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Baglan Hukum Setda Kota Palu JOH-CYAS MW 5%

dimaksud dalam huruf a, perlu menetzpkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Penveleszian
Kasus Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah
Palu Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimhangan sehzagzimanz

Aota

—_—

Mengingat : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [I Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4401);

w

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
o tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
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Memimbang : a.

Mengingat

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KASUS LITIGASI DAN
NON LITIGASI PEMERINTAH KOTA PALU

TAHUN 2020
WALI KOTA PALU,

bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian
masalah hukum yvang dihadap Pemernntah Kota
Palu baik dibidang Perdata maupun dibidang Tata
Usaha Negara, perlu dibentuk Tim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyelesaian
Kasus Litigasi dan Non Litigasi Pemenntah RKota
Palu Tahun 2020:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadva Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38.
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Tambahan lembaran Negam NepubdX Indomesa
Nomar 3079

= Peraturan Daerah Kota Palu Nomor © Tahun 2009
tentang Pohok-Fokok Pengriciaan Asus
Llesmbaman Daemah Xowm
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“'"'ﬁ}' dengan
\ ota Palu Nomor § Tabun
Perubahan .-\:.i~: Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan

tat Decrah (Lemberan Deerah Kota

Tahun 2017 Nomor S, Tambahan Lemberan

e

N iy
Daerah Kota Palu Nomer S):

§. Peramuren Daerzh Kota Palu Nomor § Tehun 2019
lentang  Anggeran %mapa:zm dan Belamja
Daerah Kotz Palu Tehun :\ngaran 2020 (Lembaran
Deerzh Kot Palu Tahun 2019 Nomor 8. Tambahan
Lemberan Deerah Kota Palu Nomer 8);

MEMUTUSKAN :

Mencrapkan - XKEPUTUSAN  WALL  XOTA  TENTANG T\
PENYELESAIAN KASUS LITIGASI DAN NON LITIGAS!
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Tim Penyelesaian Kasus Li':;gas' dan Non L
Pemernintah Kota Palu Tehun 2020 dengan susunan
keanggotaannyva seba@az:':e:s tercantum  d \
Lampiran vang merupakan bagan yang ndak
terpisahkan dan Keputusan Wal Kotz m: .

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum RESATU
mempunyal Tugas :

A. Penanggungawabd:

1. membenkan dan petuniuk atas
-~ N N T 3
permasalahan vang dthadapt oleh

Pemenntah Kota Palu: dan
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20 meminta umpan - balik atau lnporan
perkembangan penyelesaian don penanganin

permasalohinn hodcom yang sedang dibadapi

. Ketun

I menginminst pelaksanann rapat sebagn upayn
untuk  menghimpun data dan membahas
penvelesainn don pennnganan permasalahan
hukum vang dihadapr,

2. melakukan kajan tan analisis atns
permasalonhan hukum  yang  dihadapt serta
aturan vang menjadi dasar penyelesainn,

3. memberikan  arahan  dan bimbingan  kepada
angpota Tim untuk memperlancar pelaksanaan
tugas, dan

4. melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada
Penanggungjawab.

C. Angpota

l. membantu  mengumpulkan  data, dan
mengkaji  serta menganalisis  permasalahan
hukum vang dihadapi termasuk aturan terkait
vang menjadi  dasar penyelesaian dan
penanganannya;

2. memberikan saran, pertimbangan hukum dan
tindakan hukum lainnya atas permasalahan
hukum yang dihadapi;

3. menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan
hukum Pemerintah Kota Palu berdasarkan :
a. Surat Kuasa Khusus (SKK) Wali Kota;

b. Surat Kuasa Khusus Kepala Organisasi
Perangkat Daerah dan atau Surat Kuasa
Khusus Pejabat lain di Lingkungan
Pemerintah Kota Palu sebagai tindak lanjut
perintah Wali Kota; dan

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua
Tim.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab
kepada Wali Kota.

KEEMPAT . Segala biayva vang timbul akibat ditetapkannva
Keputusan ini  dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kota Palu Tahun
Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Palu.
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KELIMA . Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pgda tanggal

WALI KOTA Pf\L/L
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PIENYELIESAIAN KASUS
LITIGASI  DAN  NON  LITIGASI
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN
2020
No |Jabatan Dalam Instansi -l " Kedudukan Ket
Dalam Instansi
|
bl Wali Kota Palu Penanggung
b Jawab
‘ 2 Kepala Kejaksaan Negeri Palu Ketua
3. Sckretaris Daerah Kota Palu Anggota
4. Asisten Pemerintahan dan Anggota
Kesejahteraan Rakvat
Sekretariat Daerah Kota Palu |
‘ { |
ST Kepala Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Kota Palu ‘
! 6. | Kapala Seksi Perdata dan Anggota
‘ Tata Usaha Negara Kejaksaan
‘ - Negen Palu
(7= Kapala Sub Bagian Bantuan Anggola
} Hukum dan Hak Asas
‘ Manusia  Bagian  Hukum
‘ Sekretanat Kota Palu
} 8. Kepala Sub Bagian Anggota
1 Pengkajian Hukum dun
‘ Perundang-undangan  Setda
i | Kota Palu
i 9. | Mahfud Masuara, S | Anggotn Advokat
[ ‘ 1‘
| 10. | Rasyid Ruppa, SH ‘ Anggota
’ \
|
1. Il. | Moh. Amin Khoironi. 8.5y .Ml | Anggota
| |
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